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PERAN DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN NUNUKAN DALAM MENANANGANI TENAGA KERJA INDONESIA 

(STUDI KASUSU TKI YANG DIDEPORTASI DARI MALAYSIA)
Sabar

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan penelitian yaitu: Untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Kabupaten Nunukan dalam menangani Tenaga Kerja Indonesia yang dideportasi dari Malaysia. 
Jenis penilitian yang dilakukan adalah jenis deskrptif kualitatif. Key informannya adalah Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan. Teknik  pengumpulan data dilakukan dengan cara observasai, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan dalam menangani TKI yang dideportasi dari Malaysia merupakan peran yang sangat penting, dimana Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan akan melakukan Pendataan dan menampung TKI yang dideportasi dari Malaysia. Selama di penampungan TKI akan dijaga dan dilindungi oleh petugas agar tidak ditipu dan dibawa oleh calo. Saat dipenampungan TKI yang sakit akan diberikan fasilitas pengobatan gartis di Rumah Sakit Umum. Bagi TKI yang ingin pulang dan TKI yang tidak bisa lagi bekerja diluar negeri akan dipulangkan secara gratis dengan menggunakan anggaran APBD dan APBN. Namun bagi TKI yang ingin kembali bekerja di luar negeri Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan akan menempatkan mereka kembali bekerja diluar negeri secara legal. Peran dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan di atas sudah terlaksana dengan baik. Dan kendala-kendala yang dihadapi adalah kurangnya anggaran dan penampungan yang masih kecil daya tampunnya.
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Pendahuluan
Pada era globalisasi saat ini tuntutan akan kebutuhan makin tinggi. Pemenuhan kebutuhan yang secara terus-menerus meningkat mengakibatkan orang semakin berusaha untuk mencapainya hingga sampai pada titik kepuasan yang tinggi. Tapi melihat kondisi sekarang ini, dimana dalam memenuhi kebutuhan orang tersebut dituntut untuk bekerja guna mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Sedangkan keadaan berbalik dimana masih banyak orang tidak bekerja. Masalah pengangguran ini merupakan problematika yang memang terjadi hampir di seluruh negara salah satunya negara kita Indonesia. Pengangguran ini disebabkan terbatasnya kesempatan kerja karena faktor pendidikan.
Usaha menciptakan lapangan pekerjaan telah dilakukan, tetapi hal tersebut tidaklah memungkinkan untuk menampung dan mempekerjakan mereka semua. Oleh karena itu, pemerintah berusaha untuk mengatasi masalah pengangguran yang sekaligus melaksanakan program pengentasan kemiskinan. Sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 2 yang menyebutkan bahwa “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Sehingga dalam hal ini pemerintah memberikan jaminan kepada semua orang dalam hal pekerjaan, agar pengangguran dapat ditekan serendah mungkin yang sekaligus menjadikan orang-orang mempunyai kehidupan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya.
Melihat kondisi sekarang ini, dimana lapangan pekerjaan tidaklah memungkinkan menampung semua masyarakat indonesia yang begitu banyak, maka banyak warga negara indonesia yang memilih untuk menjadi Tenaga Kerja diluar negeri dengan harapan dapat memilki pekerjaan dan gaji yang lebih besar.  Terhitung sebanyak lebih dari tiga juta jiwa yang menjadi TKI diluar negeri. Dimana negara yang paling dominan yang dipilih yaitu negara Malaysia. 
Pada tataran hubungan dua negara seperti Indonesia dan Malaysia maupun dengan negara tetangga lain akan menimbulkan fenomena migrasi tenaga kerja. Adanya fenomena ini mengarahkan negara-negara untuk membuat peraturan khusus yang dirancang untuk menyediakan penyelesaian bagi permasalahan yang berkaitan dengan gerak perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain. Dengan demikian maka negara seharusnya siap untuk menerima kedatangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau WNI  yang dideportasi dari negara tetangga.
Pemerintah Indonesia baik pusat maupun daerah harus selalu siap apabila negara tetangga setiap saat melakukan deportasi terhadap WNI. Kesiapan ini selalu dituntut karena upaya pemerintah negara tetangga untuk mendeportasi WNI tidak akan berhenti sepanjang masih terdapat WNI ilegal di negara tetangga tersebut. Hal ini didasarkan pada sejarah hubungan antara negara Indonesia dengan negara-negara tetangga di wilayah perbatasan, dimana terjadi migrasi penduduk Indonesia ke negara-negara tetangga baik secara legal maupun ilegal untuk berbagai tujuan. Salah satu peristiwa yang menjadi catatan khusus dalam hubungan bilateral antara Indonesia dengan Malaysia misalnya adalah peristiwa Nunukan pada tahun 2002 yang dapat disebut sebagai tragedi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia.
Pemerintah harus memperhatikan hak-hak TKI ilegal yang akan dideportasi dari negara tetangga atau negara lainnya. Agar ketika terjadi deportasi tidak melanggar Hak Asasi Manusia TKI ilegal. Karena mengingat pengalaman yang sudah terjadi 2003-2004, ribuan TKI merana saat proses deportasi massal pekerja ilegal. Ketidaksiapan pemerintah menyebabkan ribuan TKI menumpuk di Nunukan. Oleh karenanya pemerintah daerah khususnya pemerintah Nunukan  yang daerahnya  menjadi tempat kedatangan atau penerimaan TKI yang dideportasi harus lebih mengoptimalkan penanganan dalam penerimaan Tenaga Kerja Indonesia ilegal yang dideportasi.
Dalam Keputusan Bupati Nunukan Nomor 81 Tahun 2009 yaitu membentuk tim penaggulangan Tenaga Kerja Indonesia dan Warga Negara Indonesia bermasalah di Kabupaten Nunukan. Dengan melibatkan instansi-instansi terkait, yang tugasnya menanangani Tenaga Kerja Indonesia bermasalah. Menurut peraturan tersebut yang ditangani hanya TKI yang dideportasi karena bermasalah. Untuk TKI yang tidak bermasalah yang telah bekerja sesuai dengan kontrak kerja yang telah ditetapkan tanpa mengalami masalah sampai kontrak  kerja habis maka para TKI dapat kembali ketanah air dan bertemu dengan keluarganya sehingga tidak perlu mendapatkan penanganan dari pemerintah Kabupaten Nunukan,  namun perlu melaporkan kedatangannya pada pemerintah Kabupaten Nunukan, sedangkan untuk TKI yang bermasalah yang tidak memiliki dokumen resmi atau tidak sah (ilegal) yang kemudian dideportasi oleh pemerintah Malaysia, maka TKI tersebut akan ditangani saat tiba di Kabupaten Nunukan oleh dinas-dinas daerah Kabupaten Nunukan yang terkait yaitu salah satunya adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh  Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan adalah pemberian fasilitas penampungan, pemberian fasilitas kesehatan, fasilitas kepulangan kedaerah asalanya, dan fasilitas lainnya.
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik lebih lanjut untuk melakukan penelitian dengan judul Peran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan dalam menangani Tenaga Kerja Indonesia. (Studi kasus TKI yang di deportasi dari Malaysia).
Adapun yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menangani Tenga kerja Indonesia (TKI) yang dideportasi di Kabupaten Nunukan ?

2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapai oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menangani Tenga kerja Indonesia (TKI) yang dideportasi di Kabupaten Nunukan ?

Dari rumusan masalah yang ada, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menangani Tenga kerja Indonesia (TKI) yang dideportasi di Kabupaten Nunukan, dan untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapai oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menangani Tenga kerja Indonesia (TKI) yang dideportasi di Kabupaten Nunukan.
Kerangka Dasar Teori
Peran 

Menurut Soekanto, (2009:212). Peranan merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.
Menurut Muchlas (2005:251), Peran didefinisikan sebagai corak prilaku yang seharusnya dimiliki oleh seseorang yang menduduki salah satu posisi didalam sebuah unit sosial. 
Organisasi 

Thoha (2003:99) mendefinisikan organisasi sebagai sistem kegiatan yang terkoordinirs ecara sadar atau kekuatan dari dua manusia atau lebih.
Menurut Dimock (2005:132), Organanisasi adalah suatu cara yang sistematis untuk memadukan bagian-bagian yang saling tergantung menjadi suatu kesatuan yang utuh di mana kewenangan, koordinasi, dan pengawasan dilatih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan
Sebuah organisasi tidak akan bisa lepas dengan yang namanya struktur organisasi. Karena struktur organisasi adalah cara suatu aktivitas organisasi dibagi, di organisir, dan dikoordinasikan
Pelayanan Publik
Berdasarkan Undang-undang Nomor . 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 1 ayat 1, Pelayan Publik adalah Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Saefullah (2008:11) memberi definisi bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan para pejabat dalam berbagai lembaga untuk memberikan pelayanan kepada publik, baik yang sifatnya langsung maupun yang sifatnya tidak langsung.
Tenaga Kerja
Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagkerjaan, bahwa Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk kebutuhan masyarakat.
Soepomo (2003:34), memberikan pegertian tenaga kerja sangat luas yaitu Tenaga kerja meliputi semua orang yang mampu dan dibolehkan melakukan pekerjaan, baik yang sudah mempunyai pekerjaan, dalam hubunggan kerja, atau sebagai swa-pekerja maupun yang belum atau tidak mempunyai pekerjaan.
Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Menurut Pasal 1 bagian (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
Pasal 1 Keputusan Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 104 Tahun 2002 Tentang Penempatan TKI Keluar Negeri, disebutkan bahwa TKI adalah baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKI.

Deportasi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Deportasi adalah pembuangan, pengasingan, atau pengusiran seseorang ke luar suatu negeri sebagai hukuman, atau karna orang itu tidak berhak tinggal di situ.
Deportasi adalah pengusiran atau pemulangan warga negara asing ke negara asalnya karena menyalahi izin tinggal, terjerat perkara hukum, alasan politis, atau alasan-alasan lainnya yang menyebabkan pemerintah suatu negara mengusir warga asing tersebut.
Metode Penelitian

Artikel ini memakai data-data dari penelitian di lapangan yang penulis lakukan di Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan, dengan sumber data ditentukan menggunakan Teknik Purposive Sampling dan penggunaan prosedur teknik pengumpulan data berupa Penelitian Kepustakaan (Library Research) dan Penelitian Lapangan (Field Work Research) yang terdiri dari Observasi, Wawancara dan Penelitian Dokumen. Data-data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan/ menjelaskan dan menganalisis suatu keadaan dengan bersumber pada fakta-fakta dalam memperoleh gambaran yang lengkap mengenai Peran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan dalam menangani TKI yang dideportasi dari Malaysia.

Hasil Penelitian dan Pembahasan
Peran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten  Nunukan dalam menangani TKI yang dideporatsi dari Malaysia 
Peran dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan dalam memberikan penanganan kepada Tenaga Kerja Indonesia yang dideportasi dari Malaysia dibagi menjadi menjadi 4 bagian, yaitu pendataan dan penampungan TKI yang dideportasi, perlindungan terhadap TKI yang dideportasi selama di penampungan, pemberian fasilitas kesehatan bagi TKI yang sakit dan fasilitas kepulangan TKI kembali kedaerah asalnya, dan penempatan TKI yang ingin kembali bekerja ke luar negeri secara legal.

Pendataan dan penampungan TKI yang dideportasi

Pelaksanaan penanganan Tenaga Kerja Indonesia yang dideportasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan diawali dengan melakukan koordinasi dengan Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI) yang ada di Malaysia, dimana KJRI akan menyampaikan informasi mengenai adanya TKI yang akan dideportasi. Selanjutnya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan segera menunggu para TKI yang dideportasi di pelabuhan, dan melakukan pendataan bagi TKI yang dideportasi. Dimana  Pendataan ini bertujuan untuk mengetahui asal usul TKI yang dideportasi. Setelah melakukan pendataan para TKI yang dideportasi yang bukan berasal dari Nunukan dan tidak mempunyai keluarga di Nunukan akan dibawa ke penampungan yang sudah disediakan untuk selanjutnya diberikan fasilitas-fasilitas secukupnya.
Saat di penampungan, TKI akan dipisahkan menurut jenis kelaminnya. TKI pria akan ditampung di gedung 1 dan TKI wanita atau TKW akan ditampung di gedung 2. Ini bertujuan untuk mencegah terjadi hal-hal yang negatif

Perlindungan terhadap TKI selama masa penampungan

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Maka Negara atau Pemerintah berkewajiban untuk melakukan perlindungan bagi para TKI baik sebelum, selama maupun sesudah bekerja di luar negeri. Hal tersebut dilakukan agar hak-hak TKI dapat terlindungi. Demikian juga dengan TKI yang dideportasi dari luar negeri harus mendapatkan perlindungan agar tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. 
TKI yang dideportasi dari Malaysia yang masih ditangani akan terus diawasi dan dilindungi meskipun sudah berada di penampungan. Hal ini dilakukan agar TKI tidak dihasut dan dibawa oleh calo, agar tidak terjadinya penipuan dan perdagangan orang.

Pemberian fasilitas kesehatan bagi TKI yang sakit dan fasilitas kepulangan ke daerah asal.

Penanganan terhadap TKI yang dideportasi dari luar negeri merupakan kewajiban dari pemerintah untuk mengurusinya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Pasal 75 ayat 1 dan 2. Pada pasal tersebut mengatur TKI yang dipulangkan dari luar negeri akan mendapatkan fasilitas dari pemerintah berupa fasilitas kesehatan dan fasilitas pemulangan ke daerah asal. Sehingga menjadi kewajiban bagi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam memberikan fasilitas kesehatan bagi TKI yang sakit selama berada di Nunukan dan memberikan fasilitas kepulangan ke daerah asal TKI secara gratis, yang biayanya ditanggung oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan menggunakan APBN dan APBD.

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang ingin kembali bekerja ke luar negeri secara Legal
Ketersediaan lapangan kerja di Indonesia yang sangat minim disediakan oleh pemerintah menyebabakan TKI yang sudah dideportasi ingin kembali bekerja di luar negeri. Pemerintah Indonesia tidak melarang TKI yang sudah dideportasi yang ingin kembali bekerja di luar negeri. Namun untuk dapat kembali bekerja diluar negeri harus melalui prosedur yang telah ditetapkan. Sehingga ketika TKI bekerja sesuai prosedur akan mendapatkan perlindungan baik sebelum, selama dan sesudah bekerja diluar negeri. Karena apabila tidak bekerja secara resmi, maka pemeritah tidak dapat memberikan perlindungan. Oleh karena itu untuk TKI yang sudah dideportasi dan masih ingin kembali bekerja diluar negeri, maka pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi harus menangani TKI ini dengan baik mulai dari membuat dokumen kembali sesuai dengan prosedural, pemberian sosialisasi terkait bekerja diluar negeri secara legal dan menempatkan kembali TKI keluar negeri.

Kendala-Kendala Peran Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dalam Menangani TKI Yang Dideportasi Dari Malaysia

Anggaran yang terbatas 
Dalam menjalankan perannya yaitu memberikan penanganan kepada TKI yang dideportasi dari Malaysia, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan mengalami kendala atau hambatan pada anggaran. Anggaran yang disediakan sangat terbatas dan tidak sesuai dengan jumlah TKI yang dideporatsi.

Kurangnya daya tampung penampungan
Kendala peran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan dalam menangani TKI yang dideportasi dari Malaysia selanjutnya adalah daya tampung penampungan yang masih kurang. Penampungan yang disediakan hanya dapat menampung sebanyak 240 TKI, padahal jumlah TKI yang dideportasi sangat banyak.
Penutup
Kesimpulan 

1. Peran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan dalam menangani TKI yang dideportasi dari Malaysia adalah :

a. Pada saat TKI yang dideportasi dari Malaysia tiba di pelabuhan Nunukan, maka Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan menjemput TKI dan akan mendata mereka satu per satu bagi TKI yang mempunyai keluarga di Kabupaten Nunukan akan dikembalikan kepada keluarganya. Bagi TKI yang tidak mempunyai keluarga di Kabupaten Nunukan akan di bawa kepenampungan.
b. Selama dipenampungan TKI akan diberikan perlindungan. Dimana akan disiapkan petugas untuk menjaga penampungan agar tidak ada yang masuk untuk membawa para TKI. Karena di Nunukan sendiri banyak calo yang memanfaatkan TKI, sehingga diperlukan perlindungan bagi parat TKI tersebut.
c. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan akan memberikan fasilitas pengobatan gratis kepada TKI. TKI yang sakit akan dibawa ke Rumah Sakit Umum dan dirawat secara gartis, sedangkan bagi TKI yang ingin kembali ke daerah asalnya juga akan dipulangkan secara gratis. Dana ini menggunakan APBD dan APBN.
d. Bagi TKI yang ingin kembali bekerja diluar negeri Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan akan mengurusi dokumen mereka dan akan menempatkan mereka kembali ke luar negeri melalui Penyedia Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) sebagai agen penyalur TKI keluar negeri, sehingga TKI ini dapat bekerja secara legal dan dapat dilindungi hak-haknya.

2. Kendala-Kendala peran Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dalam Menangani TKI Yang Dideportasi Dari Malaysia :

a. Anggaran yang disediakan untuk menangani TKI yang dideportasi dari Malaysia masih belum cukup mengingat banyaknya jumlah TKI yang dideporatsi sehingga memerlukan anggaran yang lebih.

b. Kurangnya daya tampung penampungan yang hanya bisa menampung 240 orang yang tidak sesuai dengan jumlah TKI yang dideporatsi sehingga TKI harus digabung empat sampai lima orang dalam 1 kamar.

Saran 

1. Diharapkan Pemerintah memilik komitmen yang kuat dalam memberikan pengarahan, pengawasan, dan perlindungan kepada TKI. Baik sebelum bekerja, selama bekerja, maupun setelah bekerja diluar negeri.

2. Pemerintah diharapkan dapat memberikan alokasi anggaran kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan yang cukup untuk mendukung kinerja mereka dalam menangani TKI yang dideportasi dari Malaysia.

3. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan harus menambah penampungan untuk TKI yang dideportasi karena penampungan yang sekarang belum mampu menampung TKI secara merata.
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